NOMOR &2 TAHUN 2015 SERI g, 3¢
e e e e

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

‘ Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan

ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka
perlu disusun ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa
(ADD) Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka Alokasi Dana Desa

Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
‘ dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten Dalam  Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang




10.

1).

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang  Pengangkatan  dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 5);



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun
2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017
Nomor 1, Seri E.1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon
Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Nomor 42);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 13
Seri A.3);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122,
Seri E.112);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58,
Seri E.40);

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil
Pemeriksaan Inspektorat di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2017 Nomor 90, Seri E.79);

18, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 60 Seri A.3).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
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13.

14,

15.

16.

17.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Bupati adalah Bupati Cirebon;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Cirebon;

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

adalah Badan  Pemberdayaan  Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon;

Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Republik Indonesia;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang
selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang
selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;

Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun yang bersangkutan;

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi;

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan pendapatan kemampuan keuangan antar
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi;

Penghasilan Tetap atau selanjutnya disebut Siltap adalah
pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima
secara rutin oleh kuwu dan perangkat desa;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilild
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
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19.

20.

Z1.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

demokratis yang peresmiannya ditetapkan dengan
keputusan camat;

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk
berdasarkan peraturan desa untuk membantu tugas
Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang
pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan kuwu;

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam
Peraturan Desa;

Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang
bersumber dari kekayaan desa dan sumber pendapatan
lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka
pelaksanaan kewajiban pemerintah desa;

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban desa dalam kerangka APBDesa;

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

ADD Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD
yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang
sama;

ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah
ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap
desa dengan memperhatikan bobot desa;

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut
SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat
oleh PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran
kepada Kuwu;

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi

pelaksanaan.



BAB II
PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Pengelolaan ADD

Pasal 2

(1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang
ditetapkan dalam APBDesa.

(2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara
terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui
lembaga kemasyarakatan.

(3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis
maupun hukum.

(4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah,
terkendali dan tepat sasaran.

Bagian Kedua
Sumber Dana ADD

Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan
paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan
yvang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

BAB III
PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Kesatu
Pembagian

Pasal 4

Pagu ADD sebesar Rp.167.755.354.400,- (Seratus Enam Puluh

Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus

Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Rupiah), dialokasikan

secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. ADDM dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar
Rp.394.958.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta
Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

b. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis
yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam bidang statistik.



Bagian Kedua
Penghitungan

Pasal 5

Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula
sebagai berikut:

W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x
(ADDjap — ADDMicap)

Keterangan:

W = ADDP setiap desa yang dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total
penduduk kabupaten.

zZ2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa
terhadap total penduduk miskin kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap
total luas wilayah kabupaten.

Z4 = rasio [KG desa terhadap total IKG kabupaten.

ADDiay = pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.

ADDMiay, = ADD Merata untuk setiap desa.

Bagian Ketiga
Penetapan Rincian
Pasal 6

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap

desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENGGUNAAN ADD

Bagian Kesatu
Klasifikasi Belanja

Pasal 7

ADD digunakan untuk klasifikasi belanja desa berdasarkan
Bidang:

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. Pelaksanaan pembangunan desa;

c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan

d. Pemberdayaan masyarakat desa.



Bagian Kedua
Kelompok Belanja
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Paragraf 1
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Pasal 8
(1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa meliputi:
a. Penyediaan Penghasilan Tetap Kuwu dan Perangkat
Desa;
b. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kuwu dan Perangkat
Desa;
c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
d. Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD;
e. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
(2) Penyediaan Penghasilan Tetap Kuwu/Penjabat Kuwu dan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD
yang diterima oleh desa.

(3) Besaran Siltap Kuwu, Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kuwu/Penjabat Kuwu;
b. Perangkat Desa;
» Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus)
dari Siltap Kuwu per bulan;
* Perangkat Desa lainnya sebesar 50% (lima puluh
perseratus) dari Siltap Kuwu per bulan.

(4) Besaran alokasi siltap setiap desa sebagaimana lampiran Il
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

(5) Besaran siltap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Kuwu.

(6) Dalam hal terdapat kekosongan perangkat desa, maka
siltap yang tidak diserap dapat dialokasikan untuk kegiatan
lainnya melalui mekanisme perubahan APB Desa.

(7) Dalam hal siltap yang tidak diserap sampai akhir tahun
anggaran, maka sisa siltap dimasukkan sebagai
penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) APB Desa tahun berikutnya.

(8) Siltap Kuwu/Penjabat Kuwu dan perangkat desa termasuk
ke dalam ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.



Pasal 9

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, dimasukkan dalam Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan
Umum.

Pasal 10

(1) Penyediaan operasional pemerintah desa sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), huruf ¢ adalah belanja
barang dan jasa untuk pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk:

. Belanja Barang Perlengkapan;

Belanja Jasa Honorarium;

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Jasa Sewa;

Belanja Operasional Perkantoran;

Belanja Pemeliharaan.

(3) Dalam hal belanja barang perlengkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a nilai manfaatnya lebih dari
12 (dua belas) bulan maka dikategorikan ke dalam belanja
modal.

(4) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang / Jasa di Desa.

(5) Belanja Penyediaan operasional perkantoran merintah
desa termasuk dalam ketentuan maksimal 3 Belanja
Desa.

moQ0op

Pasal 11

Belanja penyediaan operasional pemerintah desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, dimasukkan dalam Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan
Umum.

Pasal 12

(1) Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d
diberikan untuk mendukung BPD dalam menjalankan
tugas dan fungsi BPD yang dilaksanakan setiap bulan.

(2) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
a. Ketua BPD sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu
Rupiah) per bulan;
c. Sekretaris BPD sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu
Rupiah) per bulan;



d. Anggota BPD sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh
Ribu Rupiah) per bulan.

(3) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk Penyediaan operasional perkantoran BPD.

(4) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(5) Tunjangan dan Operasional BPD termasuk ke dalam
ketentuan maksimal 30% Belanja Desa.

Pasal 13

Belanja Penyediaan Tunjangan BPD dan Operasional BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sesuai dengan
Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD,
yang dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 14

(1) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW meliputi:
a. Belanja Barang Perlengkapan;
b. Belanja Jasa Honorarium.

(2) Tugas RT / RW adalah membantu Pemerintah Desa dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) RT/RW diantaranya memiliki fungsi pendataan
kependudukan,

(4) Dalam menunjang fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), RT/RW diberikan honorarium sebagai berilkut:
a. RT sebesar Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah)
per bulan.
b. RW sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per
bulan.

(5) Hasil pendataan kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaporkan secara rutin setiap bulan dalam
Form Isian Data Dasar Keluarga.

(6) Insentif RT / RW termasuk ke dalam ketentuan maksimal
30% Belanja Desa.

Pasal 15

Belanja operasional RT/RW sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 2
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 16

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan meliputi:

a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes;

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDes/RKPDes);

c. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perwul);
d. Penyusunan Laporan Kuwu [ Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan
desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Dokumen Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan
penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun;

c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa).

Dalam menunjang kegiatan penyusunan dokumen
perencanaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a pemerintah desa menganggarkan biaya sebesar
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dialokasikan untuk
Makanan dan minuman rapat, Alat tulis kantor, Cetak /
penggandaan, dan lain-lain.

Pasal 17

Belanja kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan
desa, dimasukkan dalam Rencana kegiatan anggaran (RKA)
Kepala Seksi Pemerintahan.

(1)

(2)

Pasal 18

Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan
penyusunan kebijakan desa dalam bentuk penyusunan
peraturan desa / peraturan kuwu.

Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan biaya
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan
untuk makan dan minum rapat, sosialisasi, cetak dan
penggandaan, alat tulis kantor, dan lain-lain selama satu
tahun anggaran.
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